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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No. 158/1997
dan No0.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara

besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tungga

Nama Keterangan

2k dilambangkan

. zet dengan titik di
R Z\al 2\ atas

J ra’ r -

J zai z =
U sin s -




L | G

C.

i syin sy _

) s}ad s} es der;)gsca:]itik di
ol d}ad d} de dertl)gsya';]itik di
L
) 2}a’ zet detr;g\?vr; rt]ltlk di
d

&

]

koma terbalik di atas

® ha’ h 3
4 hamzah Apostrof
$ ya’ y .

Vi



B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah,
Ditulis Lengkap
saal - ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ marbu>t}ah
1. Transliterasi Ta’ Marbu>t}ah hidup atau dengan

srah, dan d}ammah, maka

— T{alh}ah
arbuy>t}ah diikuti “al” dan
edua kataitu i ta’

h itu ditranslitera “h”.

5, 4dad) Ray
ikan ditulis h, k

aclaa  : ditulis Jama>’ah

4. Biladihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis “t”

A daxd . ditulis Ni’matulla>h

vii



hdl) 383 : ditulis Zaka>t al-Fit>ri

D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal
rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tungg ab lambangnya berupa

a sebagai berikut:

Fath}ah

Kasrah

Dammah

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Huruf

No Nama ) Nama
Vokal Latin

viii



3 Fath}ah
1 (= a a
; dan ya’
. Fath}ah ] ]
waw
Contoh:
S Kaifa Js>: Hlaula

Fath}ah dan
alif

Fath}ah
dan
Alif layinah

Kasrah dan

Contoh:
(83 : Tuh}ibbiina
CJLH-\-\'?“ : al-Insan

Y, : Rama>



Jsd : Qi>la
F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu
Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

s

asdl) - ditulis a’antum
Cuiga  :ditulis mu annas\

Kata Sandang Alj

riy dalam m Kitabnya
n...

lla>h ka=>na wa asya’ lam

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf 1 diganti

dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.
dasd) : as-Sayyi’ah

H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)



Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan
dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah
maupun di akhir.
Contoh:

dasaa : Muh}ammad

a5l

I. Kata Sandang

Kata sand f gamariyyah dan

. al-Qur’an

: al=Sunnah

apital

m sistem tulisan mengenal

amun dalam tra

Ejaan Bahasa
Indonesia uruf kapital pada
awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dII.
Contoh:

?L“\J‘ : al-lma>m al-Ghoza>li>

A

Xi



oy : al-Sab’u al-Mas\a>ni>

LA

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihil maka huruf kapital tidak

digunakan.

Nk‘ slaal : Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n

Cad)

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim
atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu

Xii



yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab
atau harakat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Xiii
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Permasalahan dala
pemenuhan persyar
diwajibkan oleh
khususnya terkai

ini berkaitan dengan
| perkawinan yang
atan perkawinan,

pertama i . i pengantin
karena ia

ini “adalah-" yuri
atan kualitatif.
data men knik wawancara, dan studi
teknik analisis d ggunakan
n data,dan penari i
enunjukan ada

pengantin, memb
prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Argumentasi ini
dinilai lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi
sosial masyarakat, terutama bagi calon pengantin yang
mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumen
seperti akta kelahiran. Kedua, 12 Kepala KUA lainnya
memberikan argumentasi yang lebih tegas guna menjaga
keabsahan hukum, namun sikap ini dinilai kurang responsif
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terhadap hambatan administratif yang dihadapi calon
pengantin.

Kata kunci: Argumentasi Hukum, KUA, Administrasi
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groom cannot

offering realistic
solutions aligned with the principle of benefit in Islamic law.
This argument is considered more contextual, taking into
account the social conditions of the community, especially for
those struggling to meet document requirements such as birth
certificates. Second, the other 12 Heads of KUA offer a more
strict argument to maintain legal validity; however, this
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approach is viewed as less responsive to the administrative
obstacles faced by the prospective brides or grooms.

Keywords: Legal Argument, KUA, Administration
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak gnembentuk keluarga melalui

perkawinan yang sah gengkan keturunannya.

erkawinan_dilaku i or Urusan

yang (merupaka

a yang-ada di tin tan. KUA

oleh Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) atau biasa juga disebut penghulu.

Pencatatan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu

! Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, “Urgensi Buku Nikah Orang Tua
Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Anak Perempuan Pertama Pada
Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara,” JAWI 5, no. 2 (2023):
101-28, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi, 104.

2 Ferizal, Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian
PANRB, KOPRI, KUA Dan Akreditasi Puskesmas, Cetakan Pertama
(Sukabumi: CV. Jejak, 2022), 166.



administrasi  pemerintahan  yang bertujuan  untuk
menciptakan  ketertiban dan  kesejahteraan  warga
negaranya.> Namun dinamika permasalahan hukum
perkawinan di Indonesia terus berkembang. Permasalahan

sering muncul mengenaigperkawinan atau administrasi

pencatatan permasalahan syarat

administrasi dal on pengantin yang

beberapa p

admini i ala KUA

memili yang besar; hal i pala KUA

adalah yang: diberi’ tug sebagai
Kepala matan. Kepala K beberapa
ranya:
sebagal bertugas untuk

awasan--nikah/

ikah dan rujuk,
bimbingan gan kemasjidan,

bimbingan pembinaan syariah serta menyelenggarakan

¢ Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
(Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974),” Ulumul
Syar’i : Jurnal llmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 8, no. 2 (June 10, 2020): 1-
25, https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53, 1.



fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.*
Dari peran diatas, jika terjadi permasalahan dalam hal

perkawinan, kepala KU at memberikan keputusan

untuk menangani per, ebut dengan melakukan

urusan agama

a kali terjadi p

Syarat perkawinan. Sep lami oleh

ngantin yang me rang anak

erkawinan. siri d

ui secara resmi
karena belum Akibatnya, akta
kelahiran dan kartu keluarga (KK) calon pengantin tidak

valid, karena mencantumkan nama mantan suami ibunya

4 Agus Susanto, “Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi
Beragama Di Kabupaten Majalengka,” Andragogi: Jurnal Diklat Teknis
Pendidikan Dan Keagamaan 7, no. 2 (December 30, 2019): 232-45,
https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92. 234.

% Agus Susanto, “Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi
Beragama Di Kabupaten Majalengka,” Andragogi: Jurnal Diklat Teknis
Pendidikan Dan Keagamaan 7, no. 2 (December 30, 2019): 232-45,
https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92. 233.



https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92
https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92

dari pernikahan pertama sebagai ayahnya, bukan nama ibu
atau ayah yang sebenarnya. Selain itu, calon pengantin
tidak dapat melampirkan buku nikah orang tuanya untuk
keperluan administrasi, dan ia mengalami kesulitan saat

ingin melakukan Isbat, k tidak mengetahui identitas

ayah biologisnya bai n keberadaannya.®

pengantin
dilakukan
oleh negara). Di | rkawinan
hukum di

tkan tidak memili

suai dengan UU

nan, pasal 2 ayat

perkawinan di

status  hukum
pernikahan n dianggap tidak
sah oleh negara. Akibatnya calon Pengantin dianggap
lahir dari “hubungan di luar nikah” dalam konteks

hukum negara.

® Yuyun, Calon Pengantin, diwawancarai Oleh Muhamad Khoerul
Mutakin, Dirumah Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan, 12 Mei 2024.

7“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d., accessed May 20,
2024.



2. Ketiadaan dokumen administratif resmi orang tua
Ketiadaan dokumen ini disebabkan karena
perkawinan siri yang dilakukan sang ibu dengan ayah
biologis calon pengantin belum pernah di isbat nikahkan

(penetapan nikah di pengadilan agama untuk pengakuan

hukum), dan mengingat identitas ayah biologis juga

an yang tidak va

hiran dan Kartu

sah atau diangg

kta kelahiran dan pengantin

ada mantan su ernikahan

dicatatkan

dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
pasal 100 yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab



dengan ibunya dan keluarga ibu nya”.® Ketidakvalidan
data ini juga mengakibatkan calon pengantin memiliki
kendala dalam melampirkan dokumen yang sesuai
dalam syarat administrasi pernikahan.

Dari fakta yuridi dapat diketahui beberapa

persyaratan adminj ang tidak terpenuhi

inan, yaitu:

3. Fot rangtua;.dan
4. Fot ikah-orangtua.

orang tua merup tambahan

ntukan bagi calon erempuan

ngan persyaratan
administrasi perkawinan telah dilakukan oleh beberapa
orang dengan berbagai fokus permasalahan yang beragam.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Imam Baehaqi

8 Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
Islam, and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum
Islam Di Indonesia (Jakarta, 2018). 51

® Zainul Musta’in, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang,
diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pemalang-Pemalang, 24 September 2024.



(2015)*°, Ahmad Syahri Syarifudin (2021)*, M. Alvin Nuzi
Khairi Mazin (2022).!> Berbeda dengan penelitian

terdahulu, penelitian ini mengkaji argumentasi hukum yang

dikemukakan para dari UA yang ada di Kabupaten

Pemalang mengenai pengantin yang tidak
memenuhi

faktor-fak i i hukum dari

, kendala

dokumen

lam administrasi n, karena

merupakan alat y

individu. Berdasar

in melakuka

(Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten

Pemalang)”.

10 Tmam Baehaqi, “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu
Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

11 Ahmad Syahri Syaifudin, “Implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan
Agama Kota Bojonegoro” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

12 M. Alvin Nuzi Khairi Mazin, “Analisis Implementasi Pencatatan
Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam,” Jurnal
Riset Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (December 2022): 105-10.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana argumentasi hukum kepala KUA di
Kabupaten Pemalang tentang calon pengantin yang tidak
memenuhi persyaratan administrasi?

2. Apa saja faktor yan hpertimbangan argumentasi

na akibat hukumnya

emenuhi syarat

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi
terhadap ilmu hukum khususnya pada bidang hukum
perdata perihal administrasi dalam perkawinan. Dan



diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah
wawasan keilmuan mengenai administrasi pencatatan
perkawinan bagi kalangan yang memiliki persoalan
kepentingan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

getahui < persam

engan enelitian

inalitas

Semarang de adap Kebijakan
KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya
Syarat Administrasi Perkawinan”.'® Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji kebijakan dan alasan KUA Kaliwungu

membolehkan perkawinan bagi orang yang tidak memenuhi

13 Imam Baehaqi, “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu
Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
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syarat administrasi dengan menggunakan metode penelitian
lapangan dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan
penelitian, KUA Kaliwungu Kendal terkadang hanya
berpedoman pada hukum figh dalam menjalankan tugasnya
karena tidak ingin mempersulit masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan diperbolehkannya perkawinan bagi

dilakukan

ah antara

dengan.tema pe
rat administrasi p [ ang tidak

perbedaan peneli tak pada

tian, dimana pen

calon pengant

Skripsi Abik Rifal Mubarok, mahasiswa Program
Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto dengan
judul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari
Hasil Nikah Siri Di KUA Purwokerto Timur Banyumas
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Perspektif Figh Islam”.** Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengkaji tentang penetapan perwalian nikah bagi anak
pertama perempuan hasil perkawinan siri di KUA
Kabupaten Purwokerto Timur ditinjau dari Figih. Penelitian
ini menggunakan metode, penelitian lapangan dengan

pendekatan kualitatif penelitian menunjukan

kum_lIslam, kete
status hukum an
erkawinan siri.
Mubarok

nya yang

amaan penelitian

ini adalah obje

Abik Rifal M

nikah bagi anak hasil nikah siri sedangkan dalam penelitian

penunjukan wali

ini membahas mengenai argumentasi hukum Kepala KUA
Kabupaten Pemalang ketika ada calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi.

14 Abik Rifal Mubarok, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan
Dari Hasil Nikah Siri Di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif
Figh Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).
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Skripsi Ahmad Syahri Syarifudin, mahasiswa Jurusan
Hukum Keluarga Islam dengan judul “Implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota
Bojonegoro”.® Tujuan pgenelitian ini adalah untuk
MA Nomor 20 Tahun

mendeskripsikan imp
2019 serta fakt jadi penyebab atau
penghambat

sesuai--dengan

hal "yang belu a dalam

asalahan yang ada saat

inan antara lain:

rver error pada aplj

Syaifudin dengan penelitian ini adalah mengenai

persyaratan administrasi yang tertuang dalam PMA Nomor
20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Sedangkan

untuk perbedaannya ada pada pembahasan penelitian,

15 Ahmad Syahri Syaifudin, “Implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan
Agama Kota Bojonegoro” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
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dimana penelitian yang ditulis Ahmad Syahri Syaifudin
menitikberatkan pada implementasi PMA Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan hambatan dalam
pencatatan  perkawinan  sedangkan  penelitian  ini

menitikberatkan pada argiimentasi hukum Kepala KUA

ketika ada persoalan in yang tidak memenuhi

ainisa, Rozaili

Sigli d j i encatatan

atan Pidie
lah untuk

encatatan

dalam men n perkawinan,

antara lain: ma sian dalam proses
administrasi. Kendala yang dihadapi antara lain:
terbatasnya kapasitas staf administrasi serta sarana dan

prasarana yang belum memadai.

16 Yasmainisa, Rozaili, and Ricky Muliawan Hansyar, “Permasalahan
Administrasi Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pidie Kabupaten Pidie,” Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains 2, no. 2
(September 2023): 68-75.
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Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh
Yasmainisa, Rozaili dan Ricky Muliawan Hansyar dengan
penelitian ini adalah pembahasan mengenai administrasi
pencatatan  perkawinan. Sedangkan  perbedaannya,
penelitian terdahulu berfgkus pada hambatan dalam

pelaksanaan pencatat jnan sedangkan penelitian

uzi Khairi

Program. Studi H rga Islam

lam’ Bandung' ya “Analisis

atatan Perkawina Peraturan
dan Hukum Isla

menganalisis pel

tor Urusan Agam

bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA

Bojongsoang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam
Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019. Hal itu dibuktikan
dengan diterbitkannya duplikat lembaran akta nikah.

' M. Alvin Nuzi Khairi Mazin, “Analisis Implementasi Pencatatan
Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam,” Jurnal
Riset Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (December 2022): 105-10.
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Namun jika dilihat dari hukum Islam, penerapannya sejalan
dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat berupa
pembuktian keamanan hukum perkawinan yang ada saat
ini.

Persamaan yang ada pada penelitian yang ditulis oleh
M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dengan penelitian ini berkaitan
di KUA. Sedangkan

an penelitian. Dalam

dengan pencatatan p

mbahasannya
dari Kepala K
yang. tidak® m

penelitian-penel

bahwa penelitian

tersebut men

penelitian ini membahas mengenai argumentasi hukum dari
Kepala KUA yang ada di Kabupaten Pemalang ketika ada
calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan

administrasi  serta faktor-faktor yang mempengaruhi
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argumentasi  hukum tersebut dan akibat hukum yang
menyertainya.

F. Kerangka Teoritik
1. Teori penalaran hukum

Peter Wahlgren gari Stockholm Institute for

Scandinavian Law

s, interpretasi, at uasi fakta

aturan hukum, d n hukum

asus ' konkret; sebuah

rgumen, opini a t hukum.
if tujuan hukum,

penalaran

dan juga se
Dalam hal penalaran hukum, dikenal dua metode
dalam melakukan penalaran yakni:
a. Penalaran deduktif merupakan suatu prosedur
penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa

18 Miftahul Qodri, “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum. Argumentasi
Hukum Dan Penegakan Hukum,” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2
(October 2019): 182-91. 185.
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umum, yang kebenarannya telah diyakini dan
berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan
yang bersifat lebih khusus.

b. Penalaran induktif maerupakan prosedur penalaran

yang berpangka iwa khusus sebagai hasil
rakhir pada suatu

yang bersifat

2.
menurut bahasa , cara atau
atat. Pencatatan hubungan
0ses Catat'menca s menulis

a manual dalam au dalam

di komputer, sal bertujuan

dan memudahka

pakan pendataan
administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) vyang bertujuan untuk
menciptakan ketertiban hukum.?°

19 Miftahul Qodri, “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum. Argumentasi
Hukum Dan Penegakan Hukum,” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2
(October 2019): 182-91. 183.

2 Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
(Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974),” Ulumul
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Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat
mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus
ditempubh, yaitu:

a. Pendaftaran

b. Kursus calon pen

tersebut

si .dengan “admi engetahui

catatan perkawin

terjadi
tuk menemukan
fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang

dibahas, guna memberikan gambaran yang akurat

Syar’i : Jurnal llmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 8, no. 2 (June 10, 2020): 1-
25, https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53. 1.

2 Adib Machrus et al., Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri
Calon Pengantin, ed. Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso
(Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga
Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018). 194.
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mengenai situasi yang dihadapi.?> Maka dari itu, peneliti
akan berfokus pada pencarian data secara langsung di
tempat yang menjadi lokasi penelitian.

2. Pendekatan penelitian

ng digunakan adalah

n perilaku
deskriptif
p Kepala

abupaten

c. Kantor urusan agama Kecamatan Belik

d. Kantor urusan agama Kecamatan Bodeh

22 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian
Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan  Hukum
Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (April 1, 2020): 20-33,
https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504. 28.

2 Agustin et al.,, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan
Praktis Analisis Data Kualitatif), ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli
Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023),
https://www.researchgate.net/publication/380401514. 18.


https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
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Kantor urusan agama Kecamatan Comal
Kantor urusan agama Kecamatan Moga

Kantor urusan agama Kecamatan Pemalang

o «Q —Hh o

Kantor urusan agama Kecamatan Petarukan
I. Kantor urusan agama Kecamatan Pulosari

j. Kantor urusan agama Kecamatan Randudongkal

data. prime

data terkait

erkawinan-dan
terhadap calon ang tidak
dikuatkan

rsyaratan admini

yang kemudian dilanjutkan akan dianalisis secara

umum oleh para Kepala KUA yang ada di Kabupaten
Pemalang dengan teknik wawancara secara langsung
dan kuesioner kepada Penghulu/Penyuluh KUA yang
ada di Kabupaten Pemalang.
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b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder didapatkan dari literatur
hukum, karya tulis ilmiah hukum dan pendapat dari
para ahli sebagai pertimbangan keakuratan teori dari

data yang diperoleh.

5. Teknik pengumpul

kecamatan yang

Peneliti berpend

2) Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan
yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal
penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan

24 Jarot Digdo Ismoyo, Metodologi Penelitian Hukum Mendapat
Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1
(Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.
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data primer secara langsung dari informan
penelitian yang ditentukan sebelumnya di lokasi
penelitian.?® Oleh karena itu, peneliti akan

memberikan kuesioner kepada penghulu KUA di

setiap kecama g berada di Kabupaten

Pemalang.

u tertentu

umen penting ya u peneliti

ahami_ topik. pe Literatur

rmasuk dalam kat i en terkait

ian yang bersangkutan

informasi.2®

Reduksi data adalah proses klasifikasi dan
seleksi data yang berfokus pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan modifikasi data mentah yang

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama (Mataram:
Mataram University Press, 2020). 100.

% Jarot Digdo Ismoyo, Metodologi Penelitian Hukum Mendapat
Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1
(Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.
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muncul dari catatan lapangan tertulis. Proses ini
dimulai pada awal penelitian dan berlanjut sepanjang

penelitian, bahkan sebelum data benar-benar

dikumpulkan.?’

Penyajian da

i. Peneliti

al yang

, artinya tetap

terbuka.?®

2" Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal limu
Dakwah 17, no. 33 (January 2, 2019): 81,
https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374. 94.

28 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal limu
Dakwah 17, no. 33 (January 2, 2019): 81,
https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374. 94.

2 Jarot Digdo Ismoyo, Metodologi Penelitian Hukum Mendapat
Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1
(Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 61.
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H. Sistematika Penulisan
BAB | pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB Il landasan teqritis dan konseptual. Bab ini

berisi landasan teori p berupa teori argumentasi

hukum dan teori serta berisi landasan

entasi hukum K

calon pengantin

i. Babs ini -akan temuan-

m Kepala KUA
Kabupaten Pemalang tentang calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi. Bab ini merupakan analisis
dari argumentasi hukum dari Kepala KUA yang berada di
wilayah Kabupaten Pemalang mengenai calon pengantin
yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan faktor-
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faktor yang dapat mempengaruhi argumentasi hukum serta
akibat hukum yang menyertainya.

BAB V penutup. Bab ini berisi uraian hasil penelitian
berupa kesimpulan dan saran berdasarkan temuan materi
dan hasil lapangan serta analisis yang telah dijelaskan pada
bab-bab sebelumnya.

~\vf



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan
bahwa:

1. Argumentasi huku sikin, lebih fleksibel dan

masyarakat,

mengalami ‘kesuli

umen-seperti akta
a KUA lain me

as guna menjag

tiga faktor i hukum terkait
pernikahan: kelengkapan dokumen, latar belakang
pendidikan calon pengantin, dan kepatuhan terhadap
hukum yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan
keseimbangan antara kepastian hukum dan kepekaan

sosial, di mana kelengkapan dokumen diprioritaskan

78
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untuk mencegah masalah hukum di masa depan,
sementara aspek pendidikan  diperlunak  untuk
memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Akibat hukum dari argumentasi ini terbagi menjadi dua,
yaitu pernikahan yang dapat segera dilangsungkan
dengan persyaratan dokumen alternatif atau penundaan

hingga kelengkapan terpenuhi.

B. Saran
1. Rekomend

tuk Pihak Terkait
Agama:. Perlu

embantu calon

en administratif.

3. Rekomendasi untuk Masyarakat: Masyarakat perlu
meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya
kelengkapan dokumen administrasi sebelum perkawinan
untuk melindungi hak-hak hukum dan status
perkawinan, serta meningkatkan sosialisasi tentang
prosedur administrasi perkawinan.
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11 | Munasir. S.Ag. Kepala KUA | KUA Kec. Comal %‘%
V¥
12 | Cipto Winarto. S.H.I Penghulu KUA Kec. Comal vﬁ#“__‘!
13 | H. Khosikin. S.Ag Kepala KUA | KUA Kec. Moga
/
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14 | Ariful Umam, S.Ag. Penghulu KUA Kec. Moga g S E
15 | Zainul Musta’in, S. Ag. Kepala KUA | KUA Kec. Pemalang -
{
16 | Abdul Rahman, S. Pd.1 Penghulu KUA Kec. P "/( j,
17 | Kirno. S. Ag. Kepala KUA | KUA Kec. Pulosar ae—=
18 | Ahmad Mubarrod, S.Ag. Kepala KUA | KUA Kec. Randudongkal
|
19 | Yusuf Wibisono. S. Ag. Penghulu KUA Kee. Randudongkk |
-
20 | Drs. H. Ahmad Alimin Kepala KUA | KUA Kec. Taman
q
21 | Ahmad Anwar, S.H.I Penghulu KUA Kec. Taman
22 | Drs. H. Khanani, M.H.I Kepala KUA | KUA Kec. Ulujami
23 | Akhmad Zaeni, S.Ag. Penghulu KUA Kec. Ulujami
/
24 | Drs. Munawir Kepala KUA | KUA Kec. Warungpring
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B. Pedoman Wawancara Dan Kuesioner

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama
NIP
Jabatan

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal :
Waktu

Tempat

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1.

Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak

memenuhi syarat administrasi?

. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa

depan dari keputusan Anda?

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?
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PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama
NIP
Jabatan
B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1.

Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?

a. Sangat penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Tidak penting

Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?

a. Sangat sering

b. Sering

c. Jarang

d. Sangat jarang

Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?

a. Kurangnya pengetahuan

b. Faktor ekonomi

c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi

b. Menolak permohonan pernikahan

c. Memberi dispensasi

e

Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
a. Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi



10.

11.

12.

13.
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Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?

a. Sangat mempengaruhi

b. Mempengaruhi

¢. Cukup mempengaruhi

d. Tidak mempengaruhi

Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi

b. Mempengaruhi

¢. Cukup mempengaruhi

d. Tidak mempengaruhi

Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?

a. Ya, sering

b. Ya, kadang-kadang

c. Tidak pernah

Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?

a. Sangat mempertimbangkan

b. Mempertimbangkan

c. Cukup mempertimbangkan

d. Tidak mempertimbangkan

Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?

a. Sering

b. Kadang-kandang

c. Jarang

d. Tidak pernah

Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?

a. Sangat penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Tidak penting



14.

15.

16.

17.

18.
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Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan

dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?

a.
b.
c.
d.

Sangat besar
Besar
Cukup besar
Kecil

Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang

Anda ambil?

a.
b.
c.

d.

Sangat mempengaruhi
Mempengaruhi
Cukup mempengaruhi
Tidak mempengaruhi

Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun

syarat administrasi belum terpenuhi?

a.
b.
c.
d.

Sangat perlu
Perlu
Cukup perlu
Tidak perlu

Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya

kelengkapan administrasi?

a.
b.
c:
d.

Sangat sering
Sering
Jarang

Sangat jarang

Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan

dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?

a.
b.
c.
d.

Legalitas pernikahan dipertanyakan
Masalah hak-hak waris

Dampak terhadap status anak
Akibat lain (sebutkan)
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C. Transkrip Wawancara
1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ampelgading

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Mutarofik, S.Ag.
NIP : 197105162005011006
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Ampelgading

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Waktu :13:00 - 13:27 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Ampelgading
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?
Jawab:
Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekmis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan maka
Persyaratan Administrasi dapat di kategorikan menjadi 2 macam:
a. Persyaratan Umum
- Surat Pengantar Nikah (Model N1)
- Surat Permohonan Kehendak Nikah (Model N2)
- Surat Persetujuan Calon Pengantin (Model N4)
- Surat Ijin Orang Tua Bagi Yang Berusia Kurang Dari 21 Tahun (Model N5)
- Surat Rekomendasi Nikah Dari KUA Asal Calon Pengantin Yang Akan Menikah
Di Luar Kecamatan (Model N10)
- Fotokopi KTP Dan KK Calon Pengantin
- Fotokopi KTP Dan KK Orang Tua / Wali
- Fotokopi Akta Kelahiran Calon Pengantin / Surat Kelahiran Dari Desa
- Fotokopi ljazah Terakhir Calon Pengantin Jika Memiliki
- Pas Photo Ukuran 2x3 Cm Sebanyak 3 Lembar
b. Persyaratan Khusus (Tambahan)
- Surat Dispensasi Nikah Dari Pengadilan Agama Bagi Calon Pengantin Yang
Berusia Kurang Dari 19 Tahun
- Surat Dispensasi Dari Camat Jika Pelaksanaan Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja
Sejak Pendafiaran
- Surat Ijin Menikah Dari Kesatuan Bagi TNI / POLRI



- Surat Penetapan Ijin Poligami Bagi Suami Yang Akan Beristri Lebih Dari 1 Orang
- Akta Kematian Atau Surat Keterangan Kematian Suami / Istri Yang Dibuat Oleh
Lurah / Kepala Desa ( Model N6) Bagi Janda Atau Duda Yang Ditinggal Mati
- Bagi Warga Negara Asing (WNA): Surat Ijin Nikah Dari Kedutaan Yang

Diterjemahkan Ke Bahasa Ind. ia Oleh Penerjemah Resmi, Fotokopi Passport,
Fotokopi Visa / Kitas, Data Orang Tua.
Jika persyaratan administrasi tersebut tidak terpenuhi, kami (KUA) akan
mengembalikan sampai semua berkas lengkap. Dengan memberikan Formulir
Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk (Model N7).

. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai

pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:
Dasar hukum yang digunakan dalam berag i genai p igan calon
pengantin yang tidak hi syarat administrasi adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam b P

a. Faktor usia calon pengantin
- Jika belum berusia 17 tahun dan belum punya KTP maka cukup dengan Kartu
Keluarga. Tetapi harus ada ijin Dispensasi Usia dari Pengadilan Agama karena
usia calon pengantin belum 19 tahun.
- Jika calon pengantin sudah tua, sudah berusia di atas 60 tahun, maka fotokopi
akta kelahiran cukup dengan surat keterangan lahir dari Lurah / Kepala Desa.
b. Faktor pendidikan: maksudnya jika calon pengantin tidak pernah sekolah maka Ijazah
tidak wajib ada.
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4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa

depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Saya menilai balwa keputusan yang saya buat tidak ada masalah atau tidak

imbulk lah, karena kep yang saya buat hanya mempermudah masalah /
urusan calon pengantin. Dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?
Jawab:

Tidak ada celah hukum untuk memberikan dispensasi, karena persyaratan yang tidak
terpenuhi tidak akan kami terima kecuali semua persyaratan yang telah ditentukan telah

dilengkapi terlebih dahulu oleh calon pengantin.

B _\//
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2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bantarbolang

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Achya Ulumudin, S. Ag.
NIP :197701122005011001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu 1 11:15 - 11: 50 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Bantarbolang
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?
Jawab:
Dasar KUA memeriksa berkas pengantin adalah sesuai de PMA Nomor 20 Tahun

&

2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Disitu dijabarkan mengenai persyaratan nikah itu
apa saja. Selain PMA, persyaratan yang harus di penuhi juga dijabarkan di Perdirjen

Bimas Islam. Kaitannya dengan per lahan yang diangkat dalam penelitian, dari kami

untuk betulkan terlebih dahulu datanya, seperti pada akta kelahiran calon

b, 1L Ial

pengantin maka kami sarankan untuk aktenya i sidang peradilan.
Setelah pembatalan nanti calon pengantin datang ke Dukcapil untuk membetulkan akte
vang tidak valid tersebut supaya nama yang tercantum sebagai ayah calon pengantin itu
di hilangkan. Di kartu keluarga juga menyesuaikan. Dari sini maka permasalahan
mengenai akte dan KK sudah selesai dan bisa mendaftarkan pernikahannya.

Mengenai persoalan untuk melampirkan buku nikah orang tua karena calon pengantin

],
Y

merupakan anak perempuan pertama g pada va harus irkan, hal ini

p
untuk mengkoparasi antara buku nikah orang tua dengan akta kelahirannya. Untuk
memastikan apakah ayah calon pengantin berhak menjadi wali atau tidak. Tapi kalau
seperti pada kasus yang diteliti maka tidak perlu melampirkan buku nikah orang tua karena

botulk

tadi lah selesai akta kelahiran menjadi tidak mencantumkan nama ayah

berarti sudah cukup dan di ketahui untuk walinya menggunakan wali hakim.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:
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Dasar hukum yang kami gunakan yang berkaitan dengan pencatatan nikah, itu seperti:
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

- Kompilasi Hukum Islam

- PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

- Keputusan Dirjen Nomor 473

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam

membuat keputusan untuk 1 1 kasus p gan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Faktoryang jadi pertimbangan mengenai kasus tadi dari kami faktor utamanya adalah

Undang-Undang, Hukum Positif

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:
Menurut saya tidak akan ada masalah yang akan timbul karena keputusan yang di buat itu

sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tidak melanggar peraturan manapun.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Yang jelas dari kita dalam melakukan pencatatan perkawinan itu sesuai dengan peraturan
vang ada, seandainya ada solusi pun yang kita gunakan yang tidak melanggar hukum tapi
ketika ada solusi yang bersinggungan atau melanggar hukum, ya dari kami tidak berani.
Ya intinya jangan sampai kita menolong orang tapi meninggalkan masalah di belakang.

Cukup berpedoman pada aturan yang sudah ada saja. '

“N\vIr-
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3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Fatchuroji Alhad, S.Ag.
NIP :197007291998031001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Belik

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Jum’at, 27 September 2024
Waktu : 14:20 - 14:55 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Belik

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1.

Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Jawab:

Melihat kasus yang dibawakan, saya melihat permasalahan yang terjadi itu terkait
perwalian. Karena seharusnya calon pengantin dengan kondisi ini sudah siap dengan
segala administrasi tapi kemudian yang tidak bisa dibuktikan adalah siapa ayah dari calon
pengantin yang berhak menjdai wali. Karena pada kasus ini yang tercantum sebagai ayah
di akta kelahiran calon pengantin adalah orang lain. Maka dari itu akta yang dimiliki calon
pengantin sudah salah dan kosekuensi dari kesalahan adalah harus membetulkan. Dari
kamijika menangani kasus seperti ini pasti akan menanyakan “siapakah orang-orang yang
mengetahui pernikahan siri orang tua calon pengantin tersebut” karena di pengadilan
agama juga menerima terkait isbath. Isbath itu ada 2:

a. Isbath Nikah (jika pelakunya masih ada)
b. Isbath penetapan anak atau isbath pengakuan anak

Balnvasannya pada isbath ini seseorang mengakui bahwa A dan B adalah ayah dan

ibunya.

Cuma sumber berikutnya terkait kasus ini, ada 2 kemungkinan:
a. Dikabulkan Isbathnya oleh Pengadilan Agama
Mungkinkah didapatkan keterangan tentang pernikahan siri orang tuanya, Jika
pengadilan agama menyatakan bahwa A dan B adalah orang tuannya, akan dirunut

wali nasabnya, siapakah dari saudara-saudara ayahnya yang memungkinkan masih

bisa ditemui di jika tidak di kan maka akan dip k yadi wali hakim.

Kalau di setujui oleh PA maka kami menerima, karena dari PA kan sudah

P

wji materi mengenai hal tersebut, kalau kemudian diterima tapi tidak ada
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saudarannya yang bisa dihubungi apalagi tidak diketahui dan seterusnya maka ya
sudah berhenti disitu, berarti dengan wali hakim
b. Isbathnya langsung di tolak oleh Pengadilan Agama
Kalau isbathnya ditolak maka itu bisa dijadikan bukti bahwasanya kalau calon
pengantin hanya anak seorang Ibu. Dalam hal ini calon pengantin cukup datang ke
balaidesa minta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dimana hal ini
menerangkan bahwasannya akta sebelumnya salah dan menerangkan balva calon

pengantin hanya anak dari seorang ibu.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:

Dasar hukum yang kami gunakan banyak sekali seperti dianytaranya adalah tentang
perwalian, administrasi kependudukannya yang menunjukan balvasannya dia betul
anaknya seeorang atau tidak. Karena kalau terkait kebenaran seseeorang itu anaknya
seseorang atau tidak itu kan pastinya kami lihat dari akta kelahiran, selain itu kami
tanyakan juga apakah betul mengenai identitas calon pengantin dan orang tuanya. Karena
tidak jarang akta itu dibuat seperti pada kasus ini yang membuatnya tidak valid karena
menunjukan balhwa ayah yang tercantum bukanlah ayah yang sesungguhnya melainkan
orang lain. Kami pasti mengejar siapakah ayah kandung atau yaang masih berhubungan
darah dengan ayah kandungnya kecuali sampai tahap pengakuan. Tidak jarang pula yang
mengakui balnva ayah yang tercantum bukanlah ayah kandungnya dan kalau seperti ini
maka kami sarankan untuk mengganti segera vwalaupun banyak yang beralasan prosesnya
sulit dan lain-lain.

Jika pada kasus yang dibavakan mas mutakin, KUA ada kemungkinan untuk menerima
dengan memberi pengertian balnva ayahnya tidak diketahui identitas dan keberadaannya,

sedang untuk perwaliannya bisa menggunakan wali hakim.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Kami berpedoman balva pemerintah melalui KHI itu telah membuat Qonun tata
aturan yang jelas yang pada akhirnya itu menjadi pegangan buat kami yang
sesuangguhnya, karena itu akan lebih selamat dunia akhirat artinya walau bagaimanapun

itu kan sudah dibuat oleh para fugoha sekalipun itu cuma lokal di Indonesia tapi saya yakin
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pasti mengandung nilai kebenaran dan kemaslahatan karena pemerintah menjamin dengan

keberadaan itu seandainya saya mengambil kebijakan diluar itu pasti akan timbul hal lain.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Pertama dengan akta kelahiran, dulu kami pernah ada rapat dengan Disdukcapil
terkait akta kelahiran yang tidak sesuai dengan faktanya, ternyata banyak, hal ini diduga
terjadi karena beberapa faktor seperti kecerobohan atau ketidaktahuan atau kesengajaan
dengan tujuan tertentu seseorang membuat akta kelahiran tidak sesuai dengan faktannya.
Kedua, keadaan apapun yang bersangkutan dengan akta kelahiran yang sudah diakui oleh
yang bersangkutan berdasarkan konfirmasi balwa itu akta yang salah, pasti kami
tinggalkan. Dan tentunya kami akan meminta dukungan dari pihak berkas yang ada di
balaidesa sebagai berkas persyaratan nikah, dan saya yakin secara formal kami tidak
menyalahi karena sudah ada dasar hukum dari pihak pemerintah desa yang menyatakan
balwa si A bukan ayahnya calon pengantin, dan kami akan menggunakan berkas itu.

Jadi jika ditanya akibat yang timbul di masa depan ya kami berfikir tidak ada dalam

artian jalan yang kami ambil justru jalan yang menyelamatkan bagi yang bersangkutan.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Terkadang kami memberikan keringanan untuk beberapa kasus, seperti kasus salah
identitas, dia punya identitas tapi salah. Kemudian kami pastikan juga, itupun tidak serta
merta kami terima, pastikan dulu kordinasi karna berhubungan dengan Capil, jika dari
pihak capil bisa menerima perubahan itu dan tidak membutuhkan putusan pengadilan dan
lain sebagainnya ya maka kami terima dan tidak masalah. Contohnya seperti seseorang
vang akta kelahiran dan ijazahnya berbeda, maka kami pastikan mana yang benar dari
kedua data tersebut berdasarkan pengakuan calon pengantin, dan menyarankan untuk
mengubah data yang salah. Jadi jika ditanya ada celah ya hanya seperti itu saja, jika lebih

vya maaf kami tidak dapat menerima.
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4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : H. Moh. Ali Nizam, S.Ag.
NIP :197104142000031002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bodeh

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024

Waktu

: 11:30 — 12:00 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Bodeh

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

L.

Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon

pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan

perkawinan?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan

terkait lainnya. Jika pasangan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi, seperti

dokumen yang tidak valid atau kurang lengkap, maka pernikahan belum dapat

dilangsungkan secara resmi di KUA. Dalam kasus yang Anda sebutkan, ada beberapa

permasalahan utama:

a.

Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang Tidak Valid

Hal ini di karena identitas calon pengantin tidak sesuai, yaitu dinasabkan kepada
mantan suami ibu dari pernikahan pertama, hal ini perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Calon pengantin harus dinasabkan kepada ibu kandungnya, dan ini membutuhkan
perubahan data pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

Buku Nikah Orang Tua yang Tidak Ada

Hal ini karena pernikahan siri ibunya belum diisbatkan dan tidak ada pengakuan
negara atas pernikahan tersebut, calon pengantin tidak bisa melampirkan buku nikah
orang tua. Untuk mengatasi ini, isbat nikah harus dilakukan. Namun, tanpa informasi
tentang ayah biologis, ini akan menjadi tantangan, dan biasanya, isbat nikah dilakukan
untuk memperjelas status perkavinan orang tua calon pengantin agar dapat memenuhi
syarat perkawinan.

Sebagai solusi sementara, saya akan menyarankan calon pengantin untuk mengurus

perubahan dokumen kependudukan agar mencantumkan ibu kandung yang benar. Jika

memungkinkan, calon pengantin dapat mengajukan

« »

ermohonan wali hakim”, karena
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dalam situasi seperti ini, KUA bisa menunjuk wali hakim untuk mewakili pihak ayah
biologis yang tidak diketahui identitasnya.
Jadi, meskipun ini kasus rumit, ada langkah-langkah yang bisa diambil, seperti

perbaikan dokumen kependudukan dan permohonan wali hakim.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:

Sebagai Kepala KUA, dasar hukum yang saya gunakan dalam berargumentasi terkait
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi meliputi beberapa
peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum yang relevan:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

5. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam
menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi.
Pertimbangan ini didasarkan pada regulasi yang berlaku serta kondisi khusus dari setiap
kasus. Faktor yang menjadi pertimbangan utama antara lain:

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Hukum

Saya harus memastikan setiap keputusan didasarkan pada aturan hukum yang
berlaku, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (KHI), dan peraturan administrasi kependudukan.

b. Kelengkapan dan Validitas Dokumen

Syarat administrasi untuk perkawinan di KUA sangat jelas, meliputi KTP, Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah orang tua. Dalam kasus ini, saya akan
mempertimbangkan sejauh mana dokumen calon pengantin tidak lengkap atau
tidak valid, seperti kasus akta kelahiran yang dinasabkan kepada orang yang

salah.
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c. Kesediaan Calon Pengantin untuk Memperbaiki Administrasi
Saya juga mempertimbangkan kesediaan dan niat baik dari calon pengantin untuk
memperbaiki dokumen mereka. Jika calon pengantin bersedia melakukan proses
perbaikan, seperti mengurus perubahan nasab pada akta kelahiran atau KK, maka
saya akan membantu dan memberi arahan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sebelum pencatatan pemikahan dilakukan.
Secara keseluruhan, keputusan untuk menangani kasus seperti ini harus dibuat dengan
mempertimbangkan  keseimbangan antara kepatuhan hukum dan perlindungan

kepentingan calon pengantin dalam jangka panjang.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan

terkait pencatatan pernik , karena kep tersebut memiliki dampak hukum jangka

panjang yang signifikan, baik bagi pasangan calon pengantin maupun keluarga mereka.
Keputusan saya sebagai Kepala KUA harus memastikan bahwa pernikahan
dilangsungkan dengan memenuhi seluruh syarat administrasi dan hukum, agar di masa

atau k k mereka.

depan tidak ada permasalahan hukum yang merugikan p g
Langkah-langkah yang tepat, seperti perbaikan dokumen, pengajuan isbat nikah, dan
penggunaan wali hakim jika diperlukan, harus diambil sebelum pernikahan
dilangsungkan. Dengan begitu, semua pihak terhindar dari konsekuensi hukum negatif dan

dapat menjalani kehidupan yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, ada beberapa celah hukum yang memungkinkan untuk
memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi
syarat administrasi, namun ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi khusus serta
harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Berikut beberapa hal yang memungkinkan:
a. Penggunaan Wali Hakim

Kompilasi Hukum Islan (KHI) Pasal 23 memungkinkan adanya penggunaan ali

hakim apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau tidak bisa bertindak
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sebagai wali. Dalam kasus calon pengantin yang tidak mengetahui identitas ayah
biologis, wali hakim bisa ditunjuk sebagai solusi.

b. Isbat Nikah
Celah hukum ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan dispensasi kepada calon
pengantin yang tidak bisa melampirkan buku nikah orang tua karena pernikahan

mereka belum diisbatkan. Isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama untuk

7

tkan pengesahan resmi.

c. Dispensasi Usia Pernikahan

Jika calon pengantin belum hi usia minimum untuk menikah sesuai dengan UU
No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkainan (usia minimal 19 tahun untuk
laki-laki dan perempuan), mereka bisa mengajukan dispensasi usia ke Pengadilan
Agama. Dalam hal ini, jika administrasi terkait usia tidak terpenuhi, dispensasi bisa
diberikan oleh pengadilan apabila ada alasan kuat, seperti keadaan darurat atau
kepentingan mendesak.
Meskipun ada beberapa celah hukum yang memungkinkan keringanan, dispensasi
tersebut hanya bisa diberikan dalam kondisi tertentu dan tetap harus berdasarkan
pertimbangan hukum yang kuat. Situasi seperti wali nasab yang tidak diketahui,

pernikahan orang tua yang belum isbat, atau keadaan darurat sosial dapat menjadi alasan

untuk berikan kering N , setiap celah tersebut harus dijalankan sesuai
prosedur hukum, seperti melalui pengajuan vwali hakim, isbat nikah, atau keputusan

pengadilan.
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5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Munasir, S.Ag.
NIP 1 196711272006041006
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Comal

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
Waktu :10:00 — 10:45 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Comal
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Secara konstitusi negara tidak mengaakui adanya pernikahan secara siri, sehingga
ketika ada orang yang mengaku sudah menikah, dan meminta pernikahannya di akui, di
dalam ketentuan KHI Pasal 7 ayat 1 itu di sana kan tidak di akomodir. Kecuali pada
ketentuan pasal 7 ayat 2 bagi mereka yang telah mengatakan pernah menikah secara sah
tetapi tidak memiliki akta nikah yang sah maka di sana isbath. Nah itu solusinya kan begitu.
Sehingga ketika mereka isbath, pernikahannya tidak sirvi lagi, maka akan menjadi sah
secara hukum agama dan hukum negara karena sudah di akui oleh negara melalui putusan
hakim pengadilan. Jika berdasarkan kasus yang anda bawakan maka calon pengantin bisa
di anggap tidak punya wali karena kedua orang tuanya tidak ada sehingga untuk hukum
administrasinya di nasabkan pada ibunya saja sebagaimana pada pasal 42, seseorang
vyang dilahirkan diluar ketentuan yang di maksud kan hanya punya hubungan dengan
ibunya saja secara perdata itu pada pasal 43 nya.

Untuk dokumen identitas seperti KK dan Akta lahir di nasabkan kepada ibunya saja,
tidak boleh kepada orang lain. Kami di KUA ketika ada orang yang mendaftar nikah
kemudian hitam diatas putih itu tidak akan sekaligus di terima dan di percaya, akan di
tanyakan terlebih dahulu apakah betul balnva nama yang bersangkutan adalah ayah
kandung/ ayah angkat/ ayah tiri itu di periksa dan ketika javvabanya bukan ayah kandung
maka dokumen harus di perbaiki karena tersesat secara administrasi.

Dan di dalam undang-undang 1974 pasal 55 di sana kan sudah jelas bahwa anak yang
sah adalah anak yang dapat membuktikan, asal usul anak itu hanya dapat dibuktikan
dengan akta lahir yang otentik. Kemudian ketika di korelasikan dengan ketentuan Undang-

undang administrasi kependudukan ya UU 24 tahun 2003 pasal 50 itu pengesahan anak
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setelah adanya pembuktian adanya pernikahan yang sah baik secara agama maupun
secara negara, tanpa itu ya tidak akan ada pengesahan anak. Maka seandainya ditemukan
perihal seperti itu harusnya batal demi hukum.

Jadi poin pertama ketika pembuktian asal usul anak tidak di dapatkan, harusnya
merujuk pada ketentuan UU 1974 pasal 55 itu, dia harus nisbat kepada ibunya saja karena
merujuk pada pasal sebelumnya, pasal 43 itu ya karena di lahir di anggap di luar nikah
atau lahir tidak dari pernikahan yang sah.

Jika pada kasus yang anda bawa, maka solusi isbath tidak bisa di tempuh, yang mana
tidak bisa membuktikan nikah secara sah yang berarti ketentuan KHI pasal 7 ayat 1 kan
terlanggar karena perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang otentik
yang dibuat oleh pejabat yang bervenang.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

dasar hukum yang saya gunakan dalam beragumen tuntunya berasal dari:

UU no 1 tahun1974 tentang perkawinan

PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan perkawinan
c. Keputusan Pendirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan
d. Kompilasi Hukum Islam
Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Yang menjadi pertimbangan jelas legal formal, karena negara berbicara hukum positif,
hukum positif itu dibangun atas nama perundang-undangan yang berlaku. Dan dari
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PMA no 20 tahun 2019 pasal 6 ayat 1 kan sudah
Jjelas, balnva setiap pernikahan yang diajukan yang tidak terpenuhi administrasinya itu di
kasih batas toleransi 1 hari sebelum waktu nikah di laksanakan. Pada ketentuan pasal 7

ayat 1 jikalau administrasi yang di maksud tidak terpenuhi maka di tolak secara hukum.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Saya menilai tidak akan ada masalah yang ditimbulkan di masa depan karena keputusan

vang saya ambil juga mempertimnbangkan untuk menghindari timbulnya akibat hukum
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negatif di masa depan. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa memperbaiki dokumen
administrasi, status hukum anak yang dilahirkan bisa menjadi tidak jelas, terutama terkait
nasab, hak waris, dan perlindungan hukum mereka. Selain itu, keabsahan perkawinan di
mata negara juga bisa dipertanyakan, yang dapat mempengaruhi hak-hak istri dan suami,
seperti hak dalam pengurusan perceraian atau pembagian harta gono-gini. Oleh karena
itu, memperbaiki dokumen dan mematuhi prosedur hukum adalah hal yang wajib dilakukan
untuk menghindari konsekuensi hukum di masa depan.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Gak ada celah, karena dispensasi berlaku bagi ketentuan yang sudah diatur
seperti orang yang menikah tapi usianya kurang. Sebagaimana di UU No 16 tahun
2019, pada ketentuan ini kan semua usia di sama ratakan menjadi 19 tahun. Dan
ketika ketentuan ini di langgar maka domainnya pengadilan, KUA tidak punya
wewenang membuatkan dispensasi dari segala macam bentuk kekurangan

administrasi dan pelanggaran hukum.
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6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : H. Khosikin, S.Ag.
NIP : 197307252000031001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Moga

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Jum’at, 27 September 2024
Waktu :15:30 - 16:10 WIB
Tempat : KUA Kecaamatan Moga
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?
Jawab:

Jadi begini, tugas KUA dalam hak ini adalah sebagai mandataris peraturan

J,

per undangan, kita ini pelak

a dari sebuah undang-undang yang telah dibuat,
dalam hal ini adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sepanjang

ada perintah, ada aturan, ada undang-undang yang mengatur itu maka KUA (dalam hal

ini kepala KUA/ penghulu) harus melak kan tugas itu dengan sebaik-baiknya.
Berkaitan dengan kasus yang anda bawakan, secara hukum maka akan kita kejar, akan
kita korek kenapa orang tuanya kok tidak punya buku nikah. Dalam kasus tersebut kan
karena nikah siri, nikah siri sendiri kan sudah merupakan pelanggaran undang-undang,

berarti pada saat melaksanakan nikah siri itu pelakunya sdah melakukan pelanggaran

undang-undang terbukti dengan dia tidak bisa mendapat perlindungan hukum, contoh
tidak bisa membuat akta kelahiran.

Ketika kejadian kasus seperti yang anda bawakan. Apalagi dengan jelas tidak
diketahui peristiva nikahnya, kenapa kok nikah siri misalnya, apa nikah sirinya kurang
persyaratan kan kita tidak tahu, maka secara hukum itu meragukan namanya. Kalau dalam
bahasa hukum qoidahnya kan “al-yaqinu la yuzalu bi syak” yang berarti kevakinan itu
tidak boleh digugurkan dengan keragu-raguan. Maksudnya, kalau sudah ragu-ragu maka
kita kembali ke hukum asalnya. Yang berarti pada kasus tersebut
a. Tidak bisa di buktikan dengan buku nikah
b. Tidak bisa di ceritakan kronologi pernikahannya.

Bapak kandungnya juga tidak di ketahui nama dan keberadaannya

Tidak bisa di buktikan dengan akta kelahiran

a



Maka untuk perwaliannya menggunakan wali hakim. Dalam hal ini kepala KUA
sebagai as-shulthon/ seorang kepala wilayah kecamatan maka di tunjuk oleh kementrian
agama sebagai pelaksana untk pernikahan seperti itu.

Terkait administrasi yang anda tanyakan mengenai kasus calon pengantin tadi
sebenarnya tidak ada maslah. Di PMA itu yang paling utama adalah blangko model N1
kemudian di lampiri dengan FC. KTF, FC. KK dan untuk menjadi back up datanya maka
di utamakan melampirkan akta kelahiran, jadi sebenarnya akta kelahiran itu hanya back
up data saja, tidak menjadi syarat wajib, jika tidak punya ijazah, akta kelahiran maka di
mintakan surat kenal lahir dari kelurahan. Jadi tidak harus dalam bentuk akta karena yang
paling penting adalah blangko model N1, surat keterangan menikah dari kelurahan. Di
situ kan muncul nma calon pengantin kemudian status orang tuanya. Kalau orang tuanya

tidak ada maka di kosongin saja kolom ayahnya, nanti ibunya tetap ada secara otomatis

7
P

karena di aturanya kalau tidak punya ayah biologis maka nisb da ibunya dan

nanti perwaliannya hakim.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan dalam berargumen mencakup Undang-Undang
Perkavinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan
Perkawinan, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (2) kan menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai

g

igan peraturan per ig-undangan yang berlaku.

b.  Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalamnya g k i penggunaan wali hakim jika wali nasab

24

tidak diketahui atau tidak dapat hadir. Ini sangat relevan dalam kasus calon pengantin

yang tidak hui identitas ayah biol

¢4

gisnya, dan wali hakim bisa ditunjuk
sebagai solusi hukum.

c. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
Dalam peraturan ini, diatur bahwa setiap perkawinan harus didafiarkan dengan

melampirkan sejumlah dokumen, termasuk akta kelahiran, KK, dan buku nikah orang

tua.
d. Kep Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Dalam p ini, MK menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang

tidak dicatatkan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada

112



113

bukti yang sah. Namun, dalam kasus ini di mana identitas ayah biologis tidak
diketahui, penting untuk memperbaiki status hukum anak melalui isbat nikah atau

penunjukan wali hakim sebelum pernikahan calon pengantin bisa dilangsungkan.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:
Pertama, legalitas dokumen adalah hal paling penting. Sava harus memastikan bahwa

seluruh dokumen sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

x 7. I PO 2
S /5

Kedua, saya perti

terhadap syarat agama. Dalam pernikahan
menurut Islam, keabsahan wali nikah adalah hal yang krusial. Jika wali nasab tidak ada
atau tidak diketahui, seperti dalam kasus ini, maka saya harus mempertimbangkan
penggunaan wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam, setelah memastikan balhva

syarat-syarat lain terpenuhi.

A,

Ketiga, saya bangkan k jangka panjang dari keputusan ini. saya
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mengacu pada aturan hukum agar

calon pengantin dan keturunannya terlindungi secara hukum.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya meyakini bahwa dengan memastikan seluruh syarat
administrasi terpenuhi sebelum pencatatan perkawinan, tidak akan ada akibat hukum yang
muncul di masa depan. Semua langkah yang diambil, termasuk perbaikan dokumen dan
pelaksanaan isbat nikah jika diperlukan, bertujuan untuk menjamin legalitas pernikahan ¢
calon pengantin secara hukum dan agama. Karena kami berpegang pada aturan hukum
yang berlaku, dan memastikan setiap proses dijalankan dengan benar, saya yakin tidak

akan ada masalah hukum yang timbul di kemudian hari.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Kita mempunyai celah hukum, kita kan tidak bisa berdiri di luar hukum.
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7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pemalang
PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Zainul Musta’in, S. Ag.
NIP :197611252005011005
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pemalang

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu :09:00 — 09:35 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Pemalang
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Jawab:

Argumentasi saya terkait p igan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi jelas mengacu pada peraturan yang berlaku dimana Perkawinan tidak dapat
dilangsungkan tanpa dokumen yang sah, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)
yang valid. Dalam kasus ini, calon pengantin memiliki akta kelahiran dan KK yang tidak
sesuai, sehingga status hukumnya tidak jelas.

Selain itu, tidak adanya buku nikah orang tua karena perikahan siri yang belum
diisbatkan memperkuat alasan untuk menunda pencatatan pernikahan. Tanpa bukti sah
perkawinan orang tua, kami tidak bisa melanjutkan proses pencatatan.

Langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki dokumen administrasi dan
mengajukan isbat nikah bagi orang tua calon pengantin untuk memperjelas status hukum.
Dengan begitu, pernikahan bisa dilaksanakan secara resmi sesuai aturan negara dan

agama.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:
Dasar hukum yang saya gunakan dalam menangani pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi adalah:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur balnva
setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat berwenang dan memenuhi syarat sah

pernikahan.
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b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 6, yang menyatakan bahwa
perkawinan harus memenuhi syarat sah, termasuk adanya-ali yang sah. Dalam kasus
ini, ketidaktahuan identitas ayah biologis menjadi penghalang.

c. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang
menetapkan pentingnya dokumen sah seperti akta kelahiran dan buku nikah orang tua
dalam pencatatan pernikahan.

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang
mengharuskan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, harus valid dan sesuai

kenyataan.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang
menjadi pertimbangan utama:

a. Faktor Internal:

1) Kepatuhan terhadap Hukum: Kami harus memastikan balhwa setiap keputusan
yang diambil sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, agar
tidak melanggar ketentuan hukum.

2) Validitas Dokumen: Keberadaan dan keabsahan dokumen administrasi, seperti
akta kelahivan dan buku nikah, sangat penting untuk menentukan kelayakan
pasangan calon pengantin.

b. Faktor Eksternal:

1) Norma Sosial, Agama dan Budaya: Mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan
norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat agar keputusan yang
diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kami berupaya untuk mengambil keputusan

yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:
Dalam kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi,

penilaian saya menunjukkan balwa tidak akan ada akibat hukum yang timbul di masa
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depan jika keputusan kami diambil dengan tepat dan sesuai prosedur. Dengan menegaskan
perlunya dokumen administrasi yang sah, kami membantu calon pengantin untuk
memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status hukum mereka.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, dalam kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi
atau keringanan. Semua persyaratan administrasi, seperti akta kelahiran dan bukti nikah
orang tua, harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa dokumen yang
valid, kami tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahan karena hal ini bertentangan
dengan hukum yang ada. Mematuhi ketentuan ini penting untuk menjaga keabsahan dan

legitimasi pernikahan di mata hukum.
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8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Petarukan

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Drs. H. Muhammad Miftah, S, Ag.
NIP : 196706291988031002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Petarukan

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
‘Waktu :13:15 - 13:47 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Petarukan

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1.

Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, argumentasi saya mengenai pasangan calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkavinan, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, serta Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

Secara umum, dalam kasus yang anda paparkan maka pencatatan pernikahan tidak
bisa dilaksanakan sebelum calon pengantin memenuhi semua syarat administrasi yang
diatur dalam undang-undang. Ketidakvalidan dokumen dan ketidakmampuan
melampirkan buku nikah orang tua adalah hambatan yang harus diselesaikan terlebih
dahulu. Sebagai Kepala KUA, saya akan memfasilitasi dan memberikan arahan mengenai
langkah-langkah yang harus diambil, seperti perbaikan akta kelahiran, pengajuan isbat

nikah, dan penunjukan vvali hakim jika diperlukan.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:

Sebagai Kepala KUA, dasar hukum yang saya gunakan dalam berargumen mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi didasarkan pada
peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatan administrasi di Indonesia.
Beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman utama saya seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkainan
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Pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahva perkawinan harus dicatat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2)
menyatakan bahwva perkawinan harus dilakukan atas izin kedua orang tua. Ketika
salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat menjadi wali,
maka harus ada solusi hukum, seperti penggunaan wali hakim. Hal ini terkait erat
dengan status nasab dalam administrasi.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 7 KHI menjelaskan balhva perkawinan harus memenuhi syarat-syarat
sah yang ditetapkan agama dan juga pencatatan sesuai dengan peraturan negara. Dan
pada Pasal 23 KHI memberikan ketentuan mengenai penggunaan yali hakim jika wali
nasab tidak diketahui atau tidak dapat hadir: Ini sangat relevan dalam kasus calon
pengantin yang tidak mengetahui identitas ayah biologisnya, dan vali hakim bisa
ditunjuk sebagai solusi hukum.

c. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
Dalam peraturan ini, diatur balhwa setiap perkawinan harus didaftarkan dengan
melampirkan sejumlah dokumen, termasuk akta kelahiran, KK, dan buku nikah orang
tua. Jika salah satu dokumen tersebut tidak sah atau tidak tersedia, maka KUA tidak
diperbolehkan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan. Sebagaimana dalam
Pasal 3 yang menekankan balva pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang
dilakukan oleh petugas pencatat (KUA), dan hal ini hanya bisa dilakukan jika semua
persyaratan administrasi terpenuhi.

d. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Dalam putusan ini, MK menyatakan balwa anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak dicatatkan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada
bukti yang sah. Namun, dalam kasus ini di mana identitas ayah biologis tidak
diketahui, penting untuk memperbaiki status hukum anak melalui isbat nikah atau

penunjukan wali hakim sebelum pernikahan calon pengantin bisa dilangsungkan.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:
Dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi, sava mempertimbangkan beberapa faktor utama

seperti diantaranya:
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a. Validitas dokumen administrasi, seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan buku
nikah orang tua, menjadi faktor utama. Tanpa dokumen yang sah, pencatatan
pernikahan tidak dapat dilakukan.

b. Pertimbangan mengenai nasab calon pengantin sangat penting. Saya akan
mengevaluasi apakah calon pengantin dapat dibuktikan nasabnya secara hukum dan
apakah ada kemungkinan perbaikan dokumen yang diperlukan.

c. Keberadaan wali nasab dan kemampuannya untuk bertindak sebagai wali nikah
adalah pertimbangan penting. Jika wali tidak dapat hadir atau diketahui, penggunaan
wali hakim bisa menjadi solusi.

d. Saya akan memastikan balnva setiap keputusan mengikuti prosedur hukum dan
peraturan yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk

memenuhi syarat yang diperlukan.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi, penilaian saya mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan
dari keputusan yang diambil adalah tidak ada, tidak ada akibat yang timbul karena secara
keseluruhan, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka
panjang, baik dari segi hukum, sosial, dan kemanusiaan. Penting untuk memastikan balnva
keputusan yang diambil mendukung keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, serta

melindungi hak-hak individu yang terlibat.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya percaya ada beberapa celah hukum yang memungkinkan
untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum
memenuhi syarat administrasi, dengan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan:

a. Jika wali nasab (ayah atau kerabat dekat) tidak dapat dihadirkan atau identitasnya
tidak diketahui, wali hakim dapat digunakan untuk menggantikan posisi wali. Dalam
hal ini, calon pengantin dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama
untuk penunjukan wali hakim, sehingga akad nikah tetap dapat dilaksanakan meskipun

ada kekurangan administrasi.
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b. Apabila orang tua calon pengantin memiliki pernikahan yang sah secara agama tetapi
belum diisbatkan secara hukum, calon pengantin dapat meminta isbat nikah melalui
Pengadilan Agama. Jika permohonan ini dikabulkan, status hukum orang tua akan
diakui, yang selanjutnya memfasilitasi pencatatan pernikahan calon pengantin.

Celah hukum untuk memberikan dispensasi atau keringanan bagi calon pengantin
vang belum memenuhi syarat administrasi memang ada, namun harus dilakukan dengan
hati-hati dan tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku. KUA harus memastikan
bahwa setiap langkah yang diambil mempertimbangkan aspek legalitas dan perlindungan
hak-hak individu, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap

hukum.
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9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Kimo, S. Ag.
NIP 1 196610162006041001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pulosari

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu : 14:20 — 15:00 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Pulosari
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?
Jawab:

Ketika ada salah satu syarat pokok yang tidak terpenuhi maka akan tertolak. Adapun
setelah di tolak ada inisiasi dari pihak yang bersangkutan setelah mendapat surat
penolakan dan membawanya ke pengadilan, kemudian urusan dengan pengadilan selesai
maka itu wrusan lain lagi. Ketika kehendak dari pihak di kabulkan oleh pengadilan,
kemudian kesini lagi maka saya terima selama semua persyaratan telah terpenuhi. Jika
masih ada yang kurang dari persyaratan-persyaratan yang di butuhkan maka saya tolak.

Jika melihat dari kasus yang tadi anda bawa, status kenasaban calon pengantin kan
tidak di ketahui, maka untuk walinya bisa menggunakan wali hakim. Kalau mengenai
persyaratan administrasi, seperti akta kelahiran karena permasalahannya sepi wali maka
kami suruh perbaiki. Tidak perlu di tulis nama ayahnya.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:
a. PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

d. Surat Edaran dan sebagainya.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak

memenuhi syarat administrasi?



122

Jawab:

Dalam membuat keputusan terkait pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi
syarat administrasi, faktor utama yang saya pertimbangkan adalah kepatuhan terhadap
peraturan hukum. Hal ini mencakup keabsahan dokumen seperti akta kelahiran, Kartu
Keluarga, dan buku nikah orang tua, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan
Peraturan Menteri Agama. Keabsahan dokumen ini sangat penting untuk memastikan
balwa pernikahan tercatat secara sah dan diakui oleh negara. Jika ada ketidakvalidan
dalam dokumen, calon pengantin harus memperbaikinya terlebih dahulu agar proses

pernikahan dapat berjalan sesuai aturan.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Penilaian saya terhadap akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari
keputusan ini adalah bahva tidak akan ada masalah asalkan semua prosedur dan syarat
administrasi terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan memperbaiki dokumen
seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga serta memastikan pernikahan orang tua calon
pengantin diisbatkan, status hukum calon pengantin akan menjadi jelas. Pernikahan
mereka akan tercatat secara sah, sehingga hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris dan

status anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, akan terlindungi.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Ya, ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau
keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi, terutama
melalui isbat nikah dan penggunaan wali hakim. Dalam kasus di mana pernikahan orang
tua belum diisbatkan atau identitas ayah biologis tidak diketahui, calon pengantin dapat
mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan orang
tuanya. Setelah isbat dilakukan, status hukum calon pengantin menjadi jelas, dan
pencatatan pernikahan mereka dapat dilanjutkan.

Selain itu, jika wali nasab (ayah) tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan, calon
pengantin bisa memohon kepada KUA untuk menggunakan wali hakim, sesuai dengan
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini adalah keringanan yang bisa

diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti tidak adanya wali nasab yang sah.
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Dengan prosedur ini, calon pengantin tetap dapat melangsungkan pernikahan sesuai

hukum Islam dan negara, meskipun tidak memenuhi syarat administrasi sepenuhnya.
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10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Randudongkal

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Ahmad Mubarrod, S.Ag.
NIP 1 197007222005011003
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Randudongkal

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu :13:00 - 13:40 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Randudongkal

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

L.

Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, sava berpendapat balwa pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi seharusnya tidak diizinkan untuk melangsungkan
perkawinan. Hal ini didasarkan pada prinsip legalitas yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan balvwa syarat-syarat untuk

ikah harus

dipenuhi demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks
calon pengantin yang berasal dari perkawinan siri dan tidak memiliki akta kelahiran yang
sah, ketidakpastian mengenai identitas dan status hukum mereka menjadi masalah besar:
Pasangan yang tidak memiliki dokumen valid, seperti akta kelahiran yang dinyatakan
secara sah, atau buku nikah orang tua yang belum diisbatkan, akan mengalami kesulitan
dalam menjalani kehidupan berkeluarga secara resmi di mata hukum. Selain itu, Pasal 2
ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa hi

syarat administratif
tersebut, kami tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahan, karena hal ini akan

berpotensi imbulk lah di k dian hari, baik bagi p itu sendiri maup

¢4

bagi anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sebagai
Kepala KUA, saya harus konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum demi kepentingan

semua pihak.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai

pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?



Jawab:

Yang menjadi acuan saya ya:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini
mengatur syarat sahnya perkawinan, termasuk ketentuan yang menyatakan bahva
perkawinan harus dicatat dan memenuhi syarat administrasi yang berlaku. Pasal 2
ayat (1) menyatakan balnva perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama
dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Peraturan ini merupakan petunjuk
pelaksanaan dari UU Perkawinan, yang lebih lanjut menjelaskan syarat-syarat dan
prosedur pencatatan pernikahan, termasuk perlunya dokumen-dokumen yang valid
dan sah.

c.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Dalam
undang-undang ini, diatur tentang pentingnya akta kelahiran dan dokumen
kependudukan lainnya yang sah untuk memastikan status hukum individu, yang sangat
penting dalam konteks pernikahan.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencatatan
Perkawinan: Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai proses
pencatatan perkawinan, termasuk syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh

calon pengantin.

Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi, ada beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi saya. Pertama,
kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan oleh calon pengantin, seperti akta
kelahiran dan bukti identitas lainnya, sangat penting untuk memastikan bahwa semua
persyaratan hukum telah dipenuhi. Kedua, aspek hukum yang berlaku, termasuk ketentuan
dalam UU Perkawinan dan peraturan terkait administrasi kependudukan, untuk
memastikan balwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor-
faktor ini membantu saya untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip
keadilan serta kepastian hukum, sambil tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi calon

pengantin dan keluarga mereka di masa depan.
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4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya percaya bahva setiap keputusan yang saya ambil selalu
didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan prinsip keadilan, sehingga saya yakin
keputusan tersebut tidak akan menimbulkan efek negatif di masa depan. Jika calon
pengantin tidak memenuhi syarat administrasi, saya akan memastikan balva langkah-
langkah yang diambil adalah untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah potensi
masalah hukum di kemudian hari. Saya percaya balwa keputusan yang kami ambil akan
memberikan kepastian hukum dan menghindari masalah di masa depan, baik terkait
dengan pengakuan status perkawinan, pembagian hak varis, maupun hak-hak lainnya
yang diatur oleh negara. Keputusan yang diambil dengan memperhatikan aturan hukum
dan kepentingan semua pihak ini, pada akhirnya akan melindungi dan memberikan

manfaat jangka panjang bagi calon pengantin dan keluarga mereka.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
administrasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan
terkait lainnya sudah dengan jelas menetapkan syarat administratif yang harus dipenuhi
agar perkawinan dapat dicatatkan secara sah. Dokumen seperti akta kelahiran yang valid
dan bukti pernikahan orang tua yang sah adalah syarat yang tidak bisa diabaikan, karena
hal ini terkait dengan kepastian hukum mengenai status pernikahan dan status anak yang
lahir: Meskipun kita berusaha untuk memahami kondisi sosial dan pribadi calon pengantin,
namun peraturan yang ada tidak memberikan ruang untuk pengecualian atau dispensasi
terkait ketidaklengkapan administrasi. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa depan.
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11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Drs. H. Ahmad Alimin
NIP :196601291996031001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Taman

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Waktu : 08:20 — 08:53 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Taman
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?

Jawab:

B, I
s

O

Kami melihat bahwa ketid atau ketidak asi pada calon
pengantin merupakan masalah yang sangat serius dan harus ditangani dengan hati-hati.
Dalam konteks hukum keluarga Islam, setiap perkawinan harus memenuhi syarat
administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilakukan

7 2 J,

g per g-undangan yang

menurut hukum agama dan dic sesuai de

berlaku. Tanpa p han syarat administratif ini, perkawinan tidak dapat dicatatkan

secara sah, yang berisiko menimbulkan masalah hukum terkait status perkawinan, hak
waris, serta status anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut.
Perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan,
mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan. Jika akta kelahiran calon pengantin tidak
valid atau tidak mencantumkan nama ayah biologis, ini mengindikasikan adanya
ketidaksesuaian dalam data kependudukan yang berpotensi mengganggu proses

pencatatan pernikahan. Selain itu, ketidakn untuk melampirkan buku nikah orang

P

tua yang belum diisbatkan, juga menambah kompleksitas masalah. Dalam hal ini, kami
sebagai pihak yang berwvenang dalam pencatatan perkawinan, harus mematuhi prosedur
hukum yang ada untuk memastikan balwa status hukum calon pengantin tercatat dengan
benar dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Namun, meskipun administrasi yang tidak lengkap bisa menjadi kendala, kami juga

1

po ;
g calon peng untuk

berusaha memberikan solusi yang i syarat-

syarat yang diperlukan. Berdasarkan k dalam P Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, jika terdapat
ketidaksesuaian data, calon pengantin dapat mengajukan permohonan untuk melakukan
perbaikan dokumen kependudukan melalui proses yang legal, seperti isbat nikah orang tua
atau verifikasi ulang dokumen kependudukan. Kami juga akan membantu calon pengantin
dalam mengarahkan mereka ke instansi terkait untuk mendapatkan penyelesaian yang sah
dan sesuai hukum. Pada dasarnya, selama proses perbaikan dilakukan dan semua
persyaratan administratif dapat dipenuhi, pernikahan dapat dilangsungkan secara sah

menurut hukum.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Jawab:
Yang jelas kami berpedoman pada peraturan yang ada, seperti:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

o}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencatatan
Perkavvinan.

e. Serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam menangani

masalah hukum terkait administrasi perkawinan.

Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan terkait pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi
syarat administrasi, ada beberapa hal penting yang kami pertimbangkan. Kami akan
memeriksa apakah semua dokumen yang diperlukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga
(KK), dan buku nikah orang tua, sudah lengkap dan benar: Jika ada yang kurang atau tidak
sesuai, kami akan melihat apakah dokumen tersebut bisa diperbaiki melalui prosedur yang
ada, seperti isbat nikah atau pembetulan data kependudukan. Semua hal ini kami
pertimbangkan agar keputusan yang diambil bisa melindungi hak-hak semua pihak dan

sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa

depan dari keputusan Anda?
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Jawab:

Kami menilai balha keputusan yang Kami ambil harus berdasarkan aturan hukum
yang jelas, sehingga kami yakin tidak akan menimbulkan masalah hukum di masa depan.
Jika calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi dan kami tetap membiarkan
pernikahan berlangsung tanpa menyelesaikan masalah dokumen terlebih dahulu, bisa ada

risiko besar di kemudian hari.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut kami, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat
administrasi. Semua persyaratan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan
dokumen pernikahan orang tua yang sah, sudah diatur dengan jelas dalam Undang-
Undang Perkawinan. Aturan ini harus dipenuhi, dan tidak ada pengecualian. Jika ada

masalah dengan dokumen, calon pengantin harus menyelesaikannya terlebih dahulu.
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12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Drs. H. Khanani, M.H.I
NIP 1 196508092003121001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Ulujami

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Waktu :10:20 — 11:00 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Ulujami

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

I;

Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?
Jawab:

Dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan KK sangat penting dalam pencatatan
perkawinan karena menjadi bukti legal yang diakui negara. Pada kasus ini, akta kelahiran
calon pengantin mencantumkan nama mantan suami ibunya sebagai ayah biologis, yang

Jjelas tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa status

hukum calon pengantin belum sepenuhn rjamin. Tanpa perbaikan dokumen tersebut,
kami tidak dapat melanjutkan proses pencatatan pernikahan.

Selain itu, orang tua calon pengantin tidak memiliki buku nikah karena pernikahan

btk y o 1ok

mereka belum dii: yang pleksitas dalam situasi ini. Sesuai dengan

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perikahan yang tidak diakui secara
hukum tidak dapat menjadi dasar untuk mencatatkan pernikahan anak. Kami perlu
mendorong calon pengantin untuk melakukan isbat nikah bagi orang tuanya agar status

1 1 ) 100 )

hukum dapat diperjelas seb ijutkan ke lang jutnya.

Jadi keputusan kami untuk tidak melanjutkan pencatatan perkawinan calon pengantin
didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan pentingnya memastikan
balva semua dokumen administrasi valid dan sah. Langkah pertama yang harus diambil
adalah memperbaiki akta kelahiran dan melaksanakan isbat nikah bagi orang tua calon

7, 1

pengantin. Dengan demikian, calon pengantin dapat perkawinan dengan

legalitas yang jelas dan terjamin di masa depan.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai

pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?




131

Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan untuk berargumen mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi mencakup beberapa peraturan yang
relevan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi
acuan utama yang menegaskan bahva setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi
dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, ketidakvalidan akta kelahiran
dan Kartu Keluarga calon pengantin menunjukkan bahwa syarat administrasi belum
terpenuhi, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Kedua, saya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 6 yang
mengatur tentang syarat sahnya pernikahan, termasuk keharusan untuk memiliki wali dan
dokumen yang sah. Dalam kasus ini, ketidaktahuan mengenai identitas ayah biologis dan
tidak adanya buku nikah orang tua menimbulkan kendala dalam memenuhi syarat sah
menurut hukum Islam. Tanpa adanya kejelasan dalam status pernikahan orang tua,
pencatatan pernikahan calon pengantin tidak dapat dilakukan.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan,
juga menjadi dasar hukum yang penting. Peraturan ini menetapkan balva setiap
pencatatan perkawinan harus melampirkan dokumen-dokumen yang sah, termasuk akta
kelahiran dan buku nikah orang tua. Ketika dokumen tersebut tidak valid atau tidak
tersedia, kami tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi, ada beberapa faktor utama yang menjadi
pertimbangan. Pertama, keberadaan dokumen administrasi yang sah dan valid adalah hal
yang paling utama. Tanpa dokumen yang memenuhi syarat, seperti akta kelahiran dan buku
nikah orang tua, kami tidak dapat melanjutkan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena
itu, langkah awal yang harus diambil adalah memastikan balwa semua dokumen
administrasi diperbaiki dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, saya mempertimbangkan aspek hukum dan religius yang terkait dengan
pernikahan. Hal ini termasuk syarat sahnya pernikahan menurut agama, seperti adanya
wali nikah dan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ijab kabul. Dalam kasus di

mana wali tidak diketahui atau tidak dapat dihubungi, kami perlu mencari solusi sesuai



dengan ketentuan yang ada, seperti menggunakan wali hakim, agar pernikahan tetap dapat
dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil juga menjadi

pertimbangan penting. Kami harus tikan bahwa keputi kami tidak hanya

mencakup aspek administratif saat ini, tetapi juga melindungi hak-hak hukum calon
pengantin dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut di masa depan.
Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kami berupaya untuk mengambil keputusan
yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sambil tetap menjaga kepentingan

dan kesejahteraan calon pengantin.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan kami dalam menangani
kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi ini, menurut
saya tidak ada. Alasanya karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, toh tidak ada

aturan yang di langgar.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, tidak ada celah hukum, aturan yang ada sudah dibuat sesempurna mungkin

dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Jadi saya yakin tidak ada.

132
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13. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Warungpring

PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Narasumber
Nama : Drs. Munawir
NIP : 19650304200003 1006
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Warungpring

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Jum’at, 27 September 2024
Waktu 1 11:00 — 11:27 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Warungpring
C. Rumusan Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon
pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan
perkawinan?
Jawab:

Mengenai persyaratan administragsi kami berpedoman pada ketentuan hukum yang
berlaku dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Nikah. Dalam hal ini, salah satu syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan
adalah kelengkapan dokumen yang sah, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga (KK),
serta buku nikah orang tua. Sebagaimana dengan prinsip administratif negara, setiap
perkawinan harus didasarkan pada dokumen yang sah dan valid. Ketidaklengkapan
administrasi ini mempengaruhi kemampuan kami untuk melakukan pencatatan nikah,
karena sistem hukum kita tidak mengenal perkawinan yang tidak tercatat secara sah di
negara. Oleh karena itu, kami tidak dapat melanjutkan proses nikah sebelum permasalahan
administratif ini terselesaikan.

Bisa kami juga memahami balwa ini adalah kasus yang kompleks dan membutuhkan
perhatian khusus. Dalam hal ini, solusi yang dapat kami tawarkan adalah melakukan isbat
nikah untuk orang tua calon pengantin. Dengan isbat nikah, perkawinan orang tua calon
pengantin dapat diakui sah oleh negara, dan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran dan
KK dapat diperbaiki. Kami juga menyarankan untuk melakukan pencarian dan klarifikasi
terkait identitas ayah biologis calon pengantin, melalui bantuan pihak berwvenang lainnya
seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar dokumen calon
pengantin bisa diperbaiki. Berdasarkan ketentuan hukum, hal ini tentunya sesuai dengan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Nikah, di mana setiap perkawinan yang sah harus tercatat dan didukung oleh

dokumen yang valid. Melalui mekanisme isbat nikah dan perbaikan administrasi
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kependudukan, kami dapat membantu calon pengantin untuk memenuhi persyaratan

administrasi dan melangsungkan perkawinan secara sah.

Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai
pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3]

d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan

Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam
membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak
memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi, faktor utama yang menjadi pertimbangan kami adalah kelengkapan dan
keabsahan dokumen administrasi. Selain itu, jika melihat kasus yang anda paparkan tadi,
kami juga mempertimbangkan apakah perkawinan orang tua calon pengantin telah
diisbatkan secara sah oleh negara, karena hal ini berpengaruh pada status hukum calon
pengantin. Penting juga untuk melihat apakah calon pengantin memiliki niat yang tulus
dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah administratif tersebut. Kami juga
memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

agar proses pencatatan nikah bisa berjalan dengan sah dan sahih.

Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa
depan dari keputusan Anda?
Jawab:

Saya menilai bahwa keputusan yang diambil untuk memastikan kelengkapan
administrasi calon pengantin tidak akan menimbulkan akibat hukum negatif di masa
depan. Dengan memastikan balnva seluruh dokumen sah dan sesuai dengan ketentuan
vang berlaku, baik akta kelahiran, kartu keluarga, maupun buku nikah yang diisbatkan,

perkawinan yang dicatatkan akan sah secara hukum. Hal ini akan memberikan kepastian
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hukum bagi pasangan pengantin sehingga tidak akan ada konsekuensi hukum yang

merugikan di kemudian hari.

Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
adminstrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan
dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat
administrasi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap perkawinan harus memenuhi
syarat administrasi yang sah dan valid. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan
perkawinan secara hukum serta memastikan perlindungan untuk hak-hak pribadi dan
keluarga di masa depan. Jadi, tidak ada ruang untuk memberikan pengecualian atau
keringanan dalam hal kelengkapan administrasi, demi memastikan proses hukum berjalan

dengan sesuai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
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D. Transkrip Kuesioner
1. Penghulu KUA Kecamatan Taman
PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber
. AHMAD ARWAE, S R

Nama
NIP \g3toioy2022 o200l
Jabatan parghulv

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : @abV1 19_’09‘7—02“'
Waktu . ©9.00 - wib
Tempat oA kec.Taman

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

|. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pemikahan?
¥ Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting

2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon peng in yang tidak hi syarat

administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering

X_ Jarang
d. Sangat jarang

3. Faktor apa yang paling scring menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi

syarat administrasi?

X . Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan

c. Memberi dispensasi

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
)(' Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
)( Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
)( Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
x Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
M( Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
X Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
" Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
c. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
X Jarang
d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
b. Penting

)( Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
>< Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢.  Cukup mempengaruhi
)( Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
¢. Cukup perlu
2 Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
X Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
a. Legalitas penikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
Dampak terhadap status anak
Akibat lain (sebutkan)
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2. Penghulu KUA Kecamatan Ampelgading

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber
Nama . QR ARTO Tebuwd  PlaseT70 .S'EJ
el 7 SR e AMQELGAOWE  FAL. teMALaYC
Jabatan . RPevetlu  wvA ec.
B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Ra®0, 16- 05 - 1014
Waktu . \5.%0
Tempat DA ke KWIRLADISE
C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner
|. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
@ Sangat penting
b. Penting
¢. Cukup penting
d. Tidak penting
2. Scberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
@ Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?
@ Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (scbutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
(@ Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
c. Memberi dispensasi

d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
a. Sangat besar
67 Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
a. Sangat mempengaruhi
@ Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8 Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d.) Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
@ Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya,sering
b. Ya, kadang-kadang
(s) Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sangat mempertimbangkan
@ Mempertimbangkan
¢. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dan pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
c. Jarang
Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
b. Penting
0 ) Cukup penting
d. Tidak penting
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14 Seberapa besar akibat hukum yang Anda perimbangkan jika  permikahan
dilangsungkan tanpa kelenghapan administras:?
a. Sangat besar
@ Besar
¢. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢.  Cukup mempengaruhi
Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu D":j‘“ Catobah  Hhawa Pes Ailalian &\aﬁm":‘“
@ Perlu Mm \cugait WAk Yo Cop Lawa

h e (Ean . Rendagtacan  Altesiwe
et 17 H e O v g P~
d. Tidak pcrlu W C“\W (‘u\.y.ul(\ﬁ way Can ‘“93

Yn W“'j SQ'&W Mvu.a\ﬁt'\l\

17. Seberapa sering Anda mengedukasn calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?

a. Sangat sering

d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
a Legalitas pernikahan dipertanyakan
b.) Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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3. Penghulu KUA Kecamatan Pemalang

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

2Bl RarbaJiIA |

Nama
NIP : 1970199.205100:1
Jabatan :fﬁ%;‘ww peRTAMA

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Ce (i, '2"{ o w):y
Waktu 000 NIY
Tempat Crus PML- )
C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner
1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
(& Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting -
d. Tidak penting H
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering
¢ Jarang
d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?
ta” Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga
d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat

administrasi?
(& Memberi tenggang waktu untuk melengkapi

b. Menolak permohonan pernikahan
¢. Memberi dispensasi

d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
«a- Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
wa’ Sangat besar
b. Besar
¢. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini? :
a. Sangat mempengaruhi
J Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan

anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
L9 Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
vd” Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya,sering
b. Ya, kadang-kadang
re? Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
(& Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
¢. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
o Jarang
-d. Tidak pemah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
b. Penting
te? Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
La~ Sangat besar
b. Besar
¢. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
¥~ Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
¢. Cukup perlu
(d~ Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
a. Sangat sering
N4 Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
1&  Legalitas pernikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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4. Penghulu KUA Kecamatan Moga

PEDOMAN KUESIONER
A. Identitas Narasumber ,
5Q A
Nama : Hn(u\ Voo i S. Ry
NIP © \q}8 032 2008 O\ IO

Jabatan : QU\Q“\U-\U M"A‘ff)

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : &umok 2} Segtewmber 2074

Waktu DAb2S wWR

Tempat © KON ecowoton T oao

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting

2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
@ Sangat jarang

3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi '
syarat administrasi?
(@ Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
@ Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
¢. Memberi dispensasi
d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenubhi syarat administrasi?
(@ Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
(@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
a. Sangat mempengaruhi
(® Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8 Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
@ Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
@ Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
€ Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
(® Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
c. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
c. Jarang
@ Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
b. Penting

@ Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Scberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
@ Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Cukup perlu
@ Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
(® Legalitas pernikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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5. Penghulu KUA Kecamatan Belik

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : (\\Lut‘\&."\ i Q-SOS-\
NIP . &80 01 Zoo s olIeey
Jabatan : Vex\s‘\u\u

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : &wwcdt. 2?46?\”’"‘\‘”( 2024
Waktu Dwas W\
Tempat s < VI ecomakon QAN
C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner
1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
A Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
" 3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?
A Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
j g Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
Memberi dispensasi
d. Respon lain (sebutkan):

....................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
;( Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
A Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
a. Sangat mempengaruhi
X Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
). Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
j .2 Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
. Ya, kadang-kadang
c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
/tf Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
c. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang

. Jarang
d. Tidak pernah

13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
b. Penting
#. Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pemikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
/{ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? ’
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
. Cukup perlu
d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
/d Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
/. Legalitas pernikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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6. Penyuluh KUA Kecamatan Bodeh

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama 3 gu@u\o, Sﬂg\'\/\\\

NIP L A2k 0204 2072, U\OLR

Jabatan 3 ? e

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : ~Sexn. 23 Mk““\m‘ e

Waktu Lo d0\%

Tempat VAT ‘(.eco.ua\ow Q)céexh

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
& Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting

2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering
© Jarang
d. Sangat jarang )

3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?
a. Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga
@ Alasan lain (sebutkan)'
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
c. Memberi dispensasi
¢/ Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
©) Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):
....... (’%M)W

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
& Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
&’ Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
(. Tidak permah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
& Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
c. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
c. Jarang
& Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
@ Ssangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
(® Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? '
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Cukup perlu
(@ Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
(@ Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
# Legalitas pernikahan dipertanyakan
¥ Masalah hak-hak waris
& Dampak terhadap status anak
@ Akibat lain (sebutkan)
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7. Penghulu KUA Kecamatan Comal

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Coagto Wwacko, W

Nama
NIP L @431 02 P00
Jabatan : Qc«c&\«m\u

B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : ga\m. 22 qu&em\’er ISEN
Waktu Y wpo o
Tempat D\Con kecomakan ik

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?

@ Sangat penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Tidak penting

Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?

a. Sangat sering

b Sering

c. Jarang

d. Sangat jarang

. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi

syarat administrasi?

& Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi

c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
@ Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
c. Memberi dispensasi

d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
&> Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
@ Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
(A Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
(& Tidak pemnah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- (@ Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
c. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
(® Kadang-kandang
c. Jarang
d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
@ Sangat penting
b. Penting
¢. Cukup penting
d. Tidak penting



163

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sangat besar
® Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? '
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
@ Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Cukup perlu
@ Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
@ Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
&) Legalitas pernikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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8. Penghulu KUA Kecamatan Petarukan

PEDOMAN KUESIONER

A. ldentitas Narasumber
Nama - Ocs. W AO\'\DV\ M-'
NIP t bl ouzs \aaq ool
Jabatan : QM\“’&”
B. Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Cenin, 13 g@\%\p&( oM

Waktu D wso 1R
Tempat ¥ o becawa&o"‘ @gko\(\k\kbv\

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner
1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
(3 Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering
& Jarang
d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi F
syarat administrasi?
® Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
® Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
c. Memberi dispensasi

d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
@® Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?

(@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil

7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi

kasus ini?
a. Sangat mempengaruhi

& Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi

d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
(3 Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
¢ Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
(@ Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
c. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
c. Jarang
A Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
@ Sangat penting
b. Penting
¢. Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? '
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
(@ Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Cukup perlu
(® Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
(@) Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
a? Legalitas pemikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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9. Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang

PEDOMAN KUESIONER
A. Identitas Narasumber
Nama : q&\w&wﬂom %,F\g
NIP LU 010S o olw bu

Jabatan : Q ene \

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selese, 24 30?5&»*300! 214

Waktu Luag wl

Tempat ¥ OB emmakse QWVLULQ,,\S

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
A Sangat penting
b. Penting
c.  Cukup penting
d. Tidak penting

2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
¥. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang

3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?
A Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
¢. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenubhi syarat
administrasi?
A Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
c. Memberi dispensasi
d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
F Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
¢. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
# Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil

7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?

Sangat mempengaruhi

Mempengaruhi

Cukup mempengaruhi

a o »

Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
/d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
A Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda permah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya,sering
b. Ya, kadang-kadang
2. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
K Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
¢. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
Ps Jarang
d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
A Sangat penting
b. Penting
C.  Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
ﬂ. Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? '
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
}f. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Cukup perlu
_A&. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
& Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
K Legalitas pernikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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10. Penghulu KUA Kecamatan Randudongkal

PEDOMAN KUESIONER

A. ldentitas Narasumber

Nama : Yw»u( W b sovo. %,A,ﬁ

NP © )3 05\ s 200 oLo Yy

Jabatan : %\;u\u
B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Qelasa, 24 Seghenber 2074

Waktu T30 w\R

Tempat © KOA \erpmakon @o\éuéemcs‘gck
C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?

® Sangat penting

b. Penting

c¢. Cukup penting

d. Tidak penting

- Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat

administrasi?

a. Sangat sering
® Sering

c. Jarang

d. Sangat jarang

. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi

syarat administrasi?

A. Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
& Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
¢. Memberi dispensasi
d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
& Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?
@ Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?
& Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
d) Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
¢ Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
(® Sangat mempertimbangkan
b. Mempertimbangkan
¢. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang
c. Jarang
@ Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
® Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting
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14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
é) Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? '
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
¢. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
c. Cukup perlu
& Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
@ Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
@ Legalitas pernikahan dipertanyakan
b. Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)

11. Penghulu KUA Kecamatan Ulujami
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PEDOMAN KUESIONER

A. lIdentitas Narasumber
Nama : ﬂ%moA Qaem', SA@
NIP L 19200509 2006 OHIOI3

Jabatan : V&"Q‘w‘ (W)

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : ([Za\w 2c Sg'Pte_mQxx 20U

Waktu A0 0%

Tempat DU \(_mma_gm,\ UbyM\

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

|. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses
pernikahan?
A Sangat penting
b. Penting
c. Cukup penting
d. Tidak penting

2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
a. Sangat sering
b. Sering
F Jarang
d. Sangat jarang

3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi
syarat administrasi?
A Kurangnya pengetahuan
b. Faktor ekonomi
c. Tekanan keluarga

d. Alasan lain (sebutkan):
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4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat
administrasi?
/4. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
b. Menolak permohonan pernikahan
c. Memberi dispensasi

d. Respon lain (sebutkan):

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam
menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
A Peraturan perundang-undangan
b. Nilai-nilai agama
c. Tekanan dari pihak ketiga
d. Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan
keputusan Anda?

Sangat besar
Besar
Cukup besar
d. Kecil

o Xx p

7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi
kasus ini?

a. Sangat mempengaruhi
/h. Mempengaruhi

¢. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
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8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan
anda?
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
& Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
a. Sangat mempengaruhi '
b. Mempengaruhi
. Cukup mempengaruhi
d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda penah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang
tidak memenuhi syarat administrasi?
a. Ya, sering
b. Ya, kadang-kadang
/£. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan
yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sangat mempertimbangkan
)zf. Mempertimbangkan
¢. Cukup mempertimbangkan
d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan
pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
a. Sering
b. Kadang-kandang

/ Jarang

d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam
membentuk argumentasi hukum Anda?
a. Sangat penting
/5. Penting
¢. Cukup penting
d. Tidak penting
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14, Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pemikahan
dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
/m Sangat besar
b. Besar
c. Cukup besar
d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang
Anda ambil? ‘
a. Sangat mempengaruhi
b. Mempengaruhi
c. Cukup mempengaruhi
A Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun
syarat administrasi belum terpenuhi?
a. Sangat perlu
b. Perlu
S Cukup perlu
d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya
kelengkapan administrasi?
ol Sangat sering
b. Sering
c. Jarang
d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
. Legalitas pernikahan dipertanyakan
). Masalah hak-hak waris
c. Dampak terhadap status anak
d. Akibat lain (sebutkan)
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melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis
dengan judul

“Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/lbu untuk
memberikan izin pada pengumpulan data yang diminta guna kelancaran dalam penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.
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F. Surat Tanda Bukti Wawancara

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatchuroji Alhad, S.Ag.
NIP :197007291998031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim 11120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat

Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

NIP. 197007291998031001
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad Miftah, S. Ag.
NIP :196706291988031002
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim 11120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
g &F A Kec. Petarukan

(HIRAhad Miftah, S. Ag.
NIP. 196706291988031002
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achya Ulumudin, S. Ag.
NIP £ 197701122005011001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang’

'
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:
4

\

\

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin

Nim 1120052 A
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA ¢

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mubarrod, S.Ag.
NIP :197007222005011003
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian sural ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

NIP. 19700722200301100
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Munawir -
NIP : 1965030420000031006
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Ti Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat

Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
pala KUA Kec. Warungpring

\\
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kimo, S. Ag.
NIP 1 196610162006041001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA v

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Khosikin. S.Ag.
NIP :197307252000031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Ahmad Alimin
NIP 2 196601291996031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim 1 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

(é(hé\Q'Kn\UA Kec. Taman
"7

A




189

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Musta’in, S. Ag.
NIP :1976112520050110053
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

NIP. 197611252005011005



190

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Moh. Ali Nizam, S.Ag.
NIP :197104142000031002
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Khanani, M.H.I.
NIP 2 196508092003121001 )
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim 11120052

Prodi - Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara,
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama - Mutarofik, S.Ag.
NIP 1 197105162005011006
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim 1 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munasir, S.Ag.
NIP :196711272006041006
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “Argumentasi
Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat
Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)” guna
penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024
Kepala KUA Kec. Comal
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G. Berkas Pendaftaran Nikah

N

BERKAS PENDAFTARAN NIKAH

BERKAS CATIN LAKI-LAKI _ |[No|[  BERKASCATINWANITA

Perny. tidak terikat

/Status

Pernyataan tidak tenkat ikahan/S:

Surat permohonan menikah di luar KUA [ Bukti Pembayaran PNBP NR ke Bank
Srt permhonan nikah di Balai Nikah (KUA)

N 10 (Rekcmendasi. Perkawinandari KUA asal) | |

N 10 (Rek

N | (Surat PengantarPerkawinan)

dasi Perkawinandaci KUA asal)

N 2 (Formulir Permhn Kehendak Perkwnan)

N | (Surat Pengantar Perkawinan) T
N2 (FormulirPermhn KehendakPerkwnan |

N 3 (surat Permbhonan Pencatatan Isbat)
| N4 (Persetujuan Calon Pengantin)
NS ( Surat Ijin Orang Tua

B PN IV S D) 1

no

1
2]
EN

4 | Bukti Pembayaran PNBP NR ke Baik

S

6

7

8

9

10

11

N3 (surat Permohonan Pencatatan Isbat) 8 ( Ij g Tua) -
N4 (P juan Calon Pe 1n) 9 | N6 (SuratKeteranganKematian Slumillstcrii
N5 ( Surat ljin Orang Tua) 10 | FC. Akta Kematian / Suket kematian (F16) | |
N 6 (Surat Keterangan Kematian Suami/[steri) | 11 | Akia Cerai e I i
12 | FC. Akta Kematian / Suket Kematian (F. 16) 12 | Surat Keterangan Wali o
13 | Surat ljin Menikah (TN1/ POLRI) | 13 | FC. Buku Nikah Wali N
4 | Akta Cerai 14 | FC. KTP & KK Wali 1]
5 | FC. Kutipan Akta Kelahiran 15 | FC. Kutipan Akta Kelahiran +
6 | FC. ljazah 16 | FC. ljazah JiE)
7 [ FC.KK Catin 17 _FC_KK Catin _ o =
8 | FC. KTP Catin 2 lembar I8 | FC. KTP Catin 2 lembar |
9 | Dispensasi dari Kecamatan 19 Pas Foto (2x3) 3 Ib_Baground Biru |
| 20 | Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas ') 20  Dispensasi dari PA dibawah umur 4
21 | Dispensasi dari PA dibawah umur | 21 | Rekomendasi PA Wali Adol = |
22 | Rekomendasi PA : Ijin Poligami |1 22 | Surat keteranagan kematian Wali I
| 23 | Pas Foto (2x3) 3 Ib Baground Biru ] P -
Catatan :
» Berkas Pemikahan dari Desa (mode! N) diisi dengan bhuruf balok dan menggunakan tinta hitam
» Berkas Model N harus dilengkapi dengan nomor (sesuai dengan peraturan Bupati No. 81 Tahun 2006, tempat
surat dibuat (Desa/Kelurahan} dan tangeal pambuatan
> Tanda tangan stempel Kades / Lurah / PJS vang jelas
7 Pada saat pendaftaran seluruh berkas harus sudah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan
7 Seluruh foto copy berkas wajib jelas mudah dibaca dan dilegalisir
» Pas foto Catn 4 & dwarna hiru 2x3 set k 2 pasang
Desa "
Hari / Tgl Pelaksanaan  ©....oooviciominininns ..(Kantor / Rumah) Jam :
Nomor pemeriksaan
Nama Catin - 1. Calon Suami
Pend. Terakhir/Status : .......cc..ccooueeevnninnne /
2. Calon Isteri : ........... binti
Pend. Terakhir/Status © RN
3 Wali 30 NASAB (i s siia)
) Diket |  Petugas Yan Bag. Anmin
Foto Catin - g Telah diperiksa g I\
Ka. KUA % melaksanakan Nikah NR ‘
' PPN | Penghulu | Tanggal Paraf |
Pa Pi [ "_[ 1
Catin atau Walinya wajib hadir untuk mendaftar ‘
Petugas Desa

MAHAR
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

0 PERPUSTAKAAN
a Jalan Pahlawan Km 5 Rowoloku Kajen Kab Pekalongan Kode Pos 51161
v www perpustakaan uingusdur ac iJ email perpustakaan@uingusdur ac id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagal sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan
di bawabh Ini, saya:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin

NIM : 1120052

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

E-mail address  : muhamadkhoerulmutakin0210@gmail.com
No. Hp : 081774942629

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujul untuk memberikan kepada
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif
atas karya ilmiah :

[ Tugas Akhir [ Skripsi [ Tesis [JDesertasi  [JLAin-1ain (o)
yang berjudul :

Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat

Emin_is(ral(sgd[ Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Penﬂaqﬂ

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database),
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain
secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2024
i 2lsg
ok
: ei’t

§ w=

ad Khoerul Mutakin)

NB : Harap diisi, d pel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD




